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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa, 
Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja 
Desa Bidang Pertanian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh 
langsung dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Bagian 
Pemerintah Desa yang terdapat dalam Laporan Keuangan Desa Tahun anggaran 
2016. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yang 
merupakan metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu sesuai dengan 
tujuan penelitian, dimana kriteria sampel yang digunakan adalah Desa-desa  
se-Kabupaten Sukoharjo yang sudah mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sampai pada bulan Desember 2016. Dengan 123 data dianalisis 
dengan metode regresi linear berganda program SPSS 21.00. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap 
Belanja Desa Bidang Pertanian. Sedangkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja 
Desa Bidang Pertanian. 
 
Kata Kunci: PADesa, DD, ADD, BHPR dan Belanja Desa Bidang Pertanian. 
 
 
Abstract 
This research aims to examine an influence of Village Local Revenue, Village 
Fund, Village Allocation Fund, and Tax Revenue and Levy on Agriculture Village 
Expenditure. The research used secondary data from Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo through Bagian Pemerintah Desa based on Financial 
Village Report on fiscal year 2016. This study used purposive sampling a 
sampling method, purposive sampling is method of sampling on certain criteria 
consistent with the objectives of research. This study elaborated 123 villages as 
sample and it were analyzed by linear regression analysis. The result shows 
Village Local Revenue has a significant influence to the Agriculture Village 
Expenditure, while the Village Fund, Vilage Alocatin Fund, and Tax Revenue and 
Levy have no significant influence to Agriculture Spending Village Expenditure. 
 
Keywords:  Village Revenue, Village Fund, Village Allocation Fund, Tax 
Revenue and Levy and Agriculture Spending Village Expenditure. 
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1. PENDAHULUAN 
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah sehingga 
menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan fakta bahwa 
sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia berasal dari sektor pertanian 
dan menjadikan sektor petanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian 
Indonesia. Itulah mengapa negara kita disebut sebagai negara agraris. Disamping 
itu Indonesia juga memiliki wilayah potensial untuk mengembangkan usaha 
disektor pertanian. Salah satunya adalah letak Indonesia yang berada digaris 
khatulistiwa dan mempunyai iklim tropis, oleh sebab itu Indonesia memiliki 
potensi pertanian yang sangat baik dengan didukung kelimpahan sumber daya 
alam dan kondisi lingkungan yang strategis (http://handokoberbagi.blogspot.co.id) 
Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang 
memiliki kekayaan SDA cukup melimpah, wilayah strategis, serta mayoritas 
masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian. Bisa dilihat dari 
Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai 12 kecamatan terdiri atas 150 desa dan 17 
kelurahan, dengan ibu kota kabupaten yang terletak di Kecamatan Bendosari yang 
berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam sistem 
hidrologi yang berada pada aliran sungai. Dimana kawasan tersebut dilalui 
beberapa sungai yang tergolong besar seperti Sungai Bengawan Solo, Sungai 
Proyek Waduk GM, sebagai daerah aliran. Akibat limpahan debit air dari sungai 
yang melintas mengakibatkan sering terjadinya banjir pada musim penghujan 
pada daerah tersebut (http://sukoharjoka.go.id/). 
Awal tahun 1997 pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi membuat 
sektor perekonomian terpuruk serta menjadikan pemerintah melepas sebagian 
wewenang pengelolaan keuangan daerahnya sebagai akibat pressure dari lembaga 
donor (Bawono, 2015). Harapannya di setiap daerah secara efesien dan efektif 
dapat meningkatkan kinerja keuangan masing-masing daerah. Otonomi daerah 
menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi 
terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan 
publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi 
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belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah (Erdi 
dan Meita, 2015). 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 yang 
menjelaskan bahwa sesungguhnya Desa memiliki peran dalam mewujudkan cita-
cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945. Peneliti ingin meneliti pada sektor Desa, khususnya tentang 
penganggaran desa (APBDesa), yang mana belum pernah digunakan pada 
penelitian-penelitian sebelumnya karena pada penelitian-penelitian sebelumnya 
hanya fokus pada penganggaran daerah (Kabupaten/Kota) saja. Untuk itu, Peneliti 
tertarik untuk meneliti tentang penganggaran desa dikarenakan ingin mengetahui 
perihal keuangan desa yang berfokus pada seberapa jauh perubahan pendapatan 
desa terhadap belanja desa sektor pertanian dan pemanfaatan sektor agraris yang 
ada di Kabupaten Sukoharjo disebabkan belum adanya penelitian terdahulu yang 
meneliti tentang desa se-Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan latar belakang 
masalah di atas, peneliti tertarik mengambil judul “Analisis Pengaruh Pendapatan 
Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016 
(Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)”.  
 
2. METODE  
2.1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitaif, yaitu metode yang 
digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pengaruh 
Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian dengan cara perhitungan 
matematis dan angka-angka statistik. 
2.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
Populasi dalam penelitian ini adalah Desa-desa se-Kabupaten Sukoharjo 
yang meliputi 150 Desa. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling, yaitu metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu sesuai dengan 
tujuan penelitian, dimana kriteria sampel yang digunakan adalah Desa-desa se-
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Kabupaten Sukoharjo yang sudah mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun 2016 sampai pada bulan Desember 2016. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data 
sekunder dari penelitian ini diperoleh langsung dari Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sukoharjo melalui Bagian Pemerintah Desa yang berupa Laporan Keuangan Desa 
tahun 2016. 
2.3. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 
yang diperoleh langsung dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui 
Bagian Pemerintah Desa. Data sekunder yang digunakan adalah Pendapatan Asli 
Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil 
Pajak dan Retribusi dan Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016. 
2.4. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 
2.4.1. Variabel Dependen 
Belanja Desa Bidang Pertanian 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 , Belanja Desa 
diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam 
Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/ 
Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan yang dimaksud 
meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam penelitian ini Belanja Desa Bidang 
Pertanian diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun 2016. 
2.4.2. Variabel Independen 
2.4.2.1. Pendapatan Asli Desa 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1, 
pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa 
berdasarkan hak asal usul termasuk juga hasil BUMDesa dan tanah Bengkok dan 
kewenangan skala lokal desa. Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Desa 
diketahui dari  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
2016. 
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2.4.2.2.Dana Desa 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 8, 
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini 
Dana Desa diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun 2016. 
2.4.2.3.Alokasi Dana Desa 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 4, Alokasi 
Dana Desa  selanjutnya disingkat ADD, adalah 10% (sepuluh perseratus) dari 
dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam penelitian ini 
Alokasi Dana Desa diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun 2016. 
2.4.2.4.Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Menurut dasar pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, 
bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari 
pihak ketiga. Dalam penelitian ini Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diketahui dari 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016. 
2.5. Metode Analisis Data 
Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Analisis regresi 
linier berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen 
terhadap veriabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Penelitian 
yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), 
Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang Pertanian yang akan diuji 
dengan tingkat signifikansi. Persamaan yang dihasilkan dari hubungan antara 
variabel tersebut adalah sebagai berikut: 
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Y  = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + ε 
Keterangan: 
Y   = Belanja Desa bidang pertanian 
x1  = Pendapatan Asli Desa 
x2  = Alokasi Dana Desa 
x3  = Dana Desa 
x4  = Bagi Hasil Pajak 
a  = Konstanta Regresi 
b1, b2, b3, b4 = Koefisien Regresi 
ε  = error 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh desa tahun 
2016 di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan kriteria yang ditentukan diperoleh 
jumlah sampel sebanyak 137 desa di Kabupaten Sukoharjo.  Selanjutnya untuk 
menguji hipotesis dengan regresi linier berganda. Berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan diperoleh jumlah sampel dari penelitian ini. 
Tabel 1 
Penentuan Jumlah Sampel 
Sampel Jumlah 
Desa di Kabupaten Sukoharjo 150 
Desa yang tidak mengumpulkan Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 31 Desember 2016 
7 
Jumlah seharusnya 143 
Desa yang tidak menggunakan dana untuk belanja pertanian 4 
Desa yang tidak memenuhi kriteria sehingga harus dioutleyer 
(data ekstrim) 
2 
Jumlah sampel yang digunakan dan diolah 137 
Sumber: Data diolah penulis, 2017 
Berdasarkan penentuan jumlah sampel yang diambil sesuai dengan kriteria 
diperoleh jumlah sampel sebanyak 137 desa.  
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3.1. Hasil Penelitian 
3.1.1. Hasil Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Metode regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau 
mendekati normal (Ghozali, 2011). Sehubungan dengan jumlah sampel yang lebih 
besar dari 30 sampel. Maka dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji 
statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dapat dikatakan normal 
apabila memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.  
3.1.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Dalam menguji ada tidaknya heterokesdastisitas dalam penelitian 
dilakukan uji Glejser yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap 
variabel independen. Ada tidaknya heteroskesdastisitas diketahui dengan melihat 
signifikansinya terhadap derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansinya > 0,05 
maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).  
3.1.3. Hasil Uji Autokorelasi 
Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi adalah uji Durbin-
Watson. Adapun untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi adalah dengan 
menggunakan metode Durbin-Watson yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) angka D-W antara 0 sampai 0,5 berarti ada korelasi positif; 2) angka D-W 
antara 1,5 sampai 2,5 berarti tidak ada autokorelasi; dan angka D-W antara 2,5 
sampai 4 berarti ada korelasi negatif (Ghozali, 2011). 
3.1.4. Hasil Uji Multikolinearitas 
Hasil uji ini dapat diketahui dari nilai Varians Inflantion Factor (VIF), jika 
nilai VIF tidak lebih besar dari 10 maka nilai toleransi > 0,01 maka tidak terjadi 
multikolinearitas (Ghozali, 2011). 
3.2. Hasil Uji Hipotesis 
3.2.1. Pengaruh PADesa terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian 
Pada variabel PADesa dapat dilihat nilai signifikansi 0,010 sehingga H1 
diterima, itu artinya Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap 
Belanja Desa Bidang Pertanian. Jika semakin besar Pendapatan Asli Desa maka 
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semakin besar pula Belanja Desa Bidang Pertanian. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa variasi PADesa Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 sejalan dengan variasi 
Belanja Pertanian di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo telah digunakan untuk 
memberikan pelayanan kepada publik dalam membiayai pembangunan maupun 
peningkatan sarana dan prasarana Belanja Desa Bidang Pertanian. Rata-rata 
Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian di Kabupaten Sukoharjo cukup 
variasiyaitu sebesar 16%.  
3.2.2. Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian 
Pada variabel DD dapat dilihat nilai signifikansi 0,114 > 0,05 oleh karena 
itu H2 ditolak, itu artinya Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
Belanja Desa Bidang Pertanian. Berkaitan dengan implementasi Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa relatif baru, menyebabkan pemerintah desa 
kurang memahami dan memaksimalkan penggunaan Dana Desa. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa Dana Desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada 
Pemerintah Desa Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 tidak digunakan dalam 
pengalokasian Belanja Desa Bidang Pertanian terlebihnya digunakan dalam 
pembangunan fisik, sarana dan prasarana bidang-bidang lainnya, sehingga variasi 
jumlah dana desa tidak sesuai dengan variasi jumlah belanja desa dan 
dimungkinkan alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian lebih banyak diambil dari 
PADesa. Disamping itu juga disebabkan oleh Alokasi Dana Desa pada setiap 
Desa yang relatif seragam sebagai dampak formula yang dibuat oleh Pemerintah 
Pusat maka variasi Dana Desa tidak sejalan dengan variasi Belanja Pertanian. 
3.2.3. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang 
Pertanian 
Pada Variabel ADD dapat dilihat nilai signifikansi 0,426 > 0,05 oleh 
karena itu H2 ditolak, itu artinya Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap belanja desa bidang pertanian. Berkaitan dengan implementasi Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa relatif baru, menyebabkan pemerintah 
desa kurang memahami dan memaksimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa.  
Hal tersebut dapat dilihat dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Sukoharjo tahun 
2016 yang tidak digunakan sebagai dasar untuk pengalokasian Belanja Desa 
  
9 
Bidang Pertanian, dikarenakan Alokasi Dana Desa lebih banyak dialokasikan 
untuk pembangunan fisik dan sarana/prasarana bidang lainnya, sehingga  
dimungkinkan alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian lebih banyak diambil dari 
PADesa. Disamping itu Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan 
formula pemerintahan membuat rata-rata Alokasi Dana Desa hampir sama setiap 
desa, maka variasi Alokasi Dana Desa tidak sejalan dengan variasi Belanja 
Pertanian. 
3.2.4. Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa 
Bidang Pertanian 
Pada Variabel BHPR dapat dilihat nilai signifikansi 0,333 > 0,05 oleh 
karena itu H2 ditolak, itu artinya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Pembagian dana Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi di Kabupaten Sukoharjo menggunakan metode bagi rata 
sehingga tidak ada variasi besaran yang cukup menonjol dari dana Bagi Hasil 
Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa bidang Pertanian di Kabupaten 
Sukoharjo, dimana kebijakan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 
tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan tentang pembagian Pajak dan Retribusi 
setiap desa berkisar 60% bagi rata dan 40% proporsional atau sesuai dengan 
kondisi desa penghasil. 
 
4. PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil pengujian hipotesis secara 
parsial, variabel Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja 
Desa Bidang Pertanian. Sedangkan pengujian hipotesis Dana Desa, Alokasi Dana 
Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.  
4.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan 
dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya, yaitu: 
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1. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel dan masih banyak variabel 
independen yang tidak mempengaruhi Belanja Desa Bidang Pertanian. 
2. Periode penelitian hanya 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016, sehingga hasil yang 
didapatkan belum menggambarkan secara maksimal Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sukoharjo terutama dalam Belanja Desa Bidang Pertanian. 
3. Sumber data yang digunakan hanya bersumber dari data sekunder yaitu 
laporan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa, jadi masih perlu adanya 
sumber data tambahan untuk mengetahui lebih dalam lagi hasil penelitian 
tersebut. 
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang baru dikeluarkan 
oleh pemerintah pusat belum bisa dimaksimalkan secara tepat oleh 
pemerintah daerah setempat dalam mengatur pengalokasian Belanja Desa 
Bidang Pertanian dan masih mengandalkan Pendapatan Asli Desa. 
5. Belum ada penelitian terdahulu yang meneliti tentang Belanja Desa Bidang 
Pertanian.  
4.3. Saran 
Dari hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi dari penulis yang 
nantinya dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berhubugan sesuai dengan 
judul penelitian yang diangkat, yaitu: 
1. Saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-
variabel peneliti lain atau sumber-sumber penerimaan lainnya yang dapat 
mempengaruhi Belanja Desa Bidang Pertanian seperti luas wilayah, jumlah 
penduduk, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah sumber data seperti data 
primer, dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung pengalokasian dana-
dana yang timbul pada pemerintahan desa setempat. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan tahun periode 
sebelum-sebelumnya agar dapat menjelaskan secara lebih maksimal daerah 
penelitian. 
  
11 
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah Kota/Kabupaten yang ada di 
Indonesia lainya agar dapat mengetahui keadaan Belanja Desa Bidang 
Pertanian pada daerah lain. 
4.4. Implikasi 
Pemerintah Pendapatan desa merupakan hal yang sangat penting bagi 
Belanja Desa Bidang Pertanian Kabupaten Sukoharjo, oleh karena itu diharapkan 
supaya pendapatan desa terus ditingkatkan jumlahnya dengan cara 
mengembangkan berbagai potensi yang ada di desa sehingga dapat membantu 
memperlancar pengalokasian belanja desa bidang pertanian yang dianggarkan 
dapat direalisasikan dengan lancar. 
Pemerintah daerah diharapkan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa kepada pemerintah desa terlebih alokasi belanja desa 
bidang pertaniannya, agar dapat memaksimalkan dana transfer dari pemerintah 
pusat dan tidak hanya mengutamakan PADesa dalam pengalokasiannya, dan 
diharapkan juga dapat mendorong kalangan pemerintah desa hingga masyarakat 
untuk mementingkan kepentingan umum dalam hal pelaksanaan pembangunan 
desa maupun dalam menciptakan kemandirian desa. 
Pemerintah daerah hendaknya memberikan pelatihan kepada perangkat 
desa menyangkut tentang pengelolaan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi 
Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang 
Pertanian sehingga pengetahuan tentang aturan, tata pelaksanaan, tata 
penggunaan, dan pertanggungjawaban bisa meningkat. Dan diharapkan juga agar 
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dapat dimaksimalkan untuk membantu 
pengalokasian bidang pertanian yang pada dasarnya  hanya mengandalkan 
Pendapatan Asli Desanya. 
Pemerintah desa diharapkan lebih transparan kepada masyarakat dalam hal 
pengelolaan laporan keuangan dan dipublikasikan di Kantor Pemerintah Desa atau 
website desa/daerah. Agar masyarakat secara luas dapat memahami secara umum 
tugas dan kegiatan yang ada di pemerintahan desanya, yang diharapkan juga agar 
partisipasi masyarakat dalam urusan di pemerintahan desa bisa meningkat. 
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Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu memantau pengalokasian APBD 
terutama bidang Pertanian dengan mempertimbangkan karakter sebuah desa, 
apakah termasuk dalam perkotaan (urban) atau perdesaan (rural). 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus lebih fokus pada desa-desa yang 
memiliki potensi pertanian yang cukup besar terlebih dalam pengelolaan alokasi 
belanja desa bidang pertanian yang diharapkan dapat membantu peningkatan 
Pendapatan Asli Desa dan kemandirian desa. Pemerintah diharapkan tidak 
mengesampingkan desa-desa yang memiliki potensi pertanian yang kecil, 
diharapkan juga dapat menumbuhkan lagi potensi pertanian yang ada agar sektor 
pertanian pada desa-desa tidak semakin menyusut dan hilang. 
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